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Laporan Akhir Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar Kementerian
dan Lembaga (K/L) dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
ini memuat [1] Tujuan dan Manfaat, Sasaran Kegiatan serta Alur Pikir, [2]
Kerangka Teoritis, [3] Kerangka Kerja dan Definisi Operasional, dan [4] Skema
Penyusunan Model, dan [5] Pembahasan hasil FGD yang akan digunakan
sebagai dasar dalam finalisasi model akhir integrasi dan sinergi kebijakan,
strategi, rencana, dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh
seluruh K/L yang terlibat dalam melakukan intervensi pembangunan di daerah
tertinggal guna percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Laporan Akhir ini merupakan salah satu output dari kegiatan Kajian
Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L dalam Rangka Percepatan
Pembagunan Daerah Tertinggal. Laporan Antara ini menyajikan Pembahasan
hasil FGD dengan kementerian dan lembaga yang terlibat serta finalisasi model
akhir integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L yang akan dijadikan pedoman bagi
K/L tersebut dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam rangka
percepatan pembagunan daerah tertinggal

Akhir kata, kiranya laporan akhir ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Desember 2013

Ketua Tim Pelaksana

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UPN "Veteran” Jawa Timur
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BAB |
PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan daerah
tertinggal maka diperlukan  kegiatan koordinasi di semua tingkatan,
baik berupa koordinasi antara Kemeterian Pembangunan Daerah Tertinggal
(KPDT) dengan KIL di tingkat pusat, KPDT dengan pemerintah daerah di
kabupaten-kabupaten daerah tertinggal, maupun koordinasi lintas K/L dengan
pemerintah daerah tertinggal secara nasional. Koordinasi lintas K/L diperlukan
karena pembangunan daerah tertinggal berdimensi sektoral dan kewilayahan.
Adapun beberapa kebutuhan yang diperlukan dalam percepatan pembangunan
daerah tertinggal adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur Dasar;

Infrastruktur Ekonomi;
Pengembangan Ekonomi Lokal;
Sarana Informasi dan Komunikasi:

L ST

Kebijakan Khusus.

Masalah yang terjadi selama ini belum adanya model integrasi dan
sinergi antar K/L dalam pembangunan daerah tertinggal, demikian pula
kebutuhan daerah tertinggal dan intervensi pembangunan juga minim informasi.
Padahal pendanaan terhadap fokus pembangunan daerah tertinggal sudah lebih
meningkat. Adanya penyusunan alur koordinasi/sinkronisasi tahapan-tahapan
kegiatan yang dilakukan lintas K/L ini diharapkan akan menghasilkan sebuah
dokumen (model) integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka
percepatan pembagunan daerah tertinggal yang didalamnya memuat kebutuhan
percepatan pembangunan daerah tertinggal per-sektor, lintas sektor, lintas
wilayah dan lintas pemangku kepentingan melalui pengintegrasian dan sinergi
antar K/L sehingga dokumen (model) integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L
menjadi acuan kebijakan dan implementasi intervensi pada pembangunan
daerah tertinggal yang terpadu, berkualitas dan terukur.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
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Tujuan dari kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L
Dalam Rangka Percepatan Pembagunan Daerah Tertinggal adalah sebagai
berikut:

1). Menyusun model integrasi dan sinergi kebijakan, strategi, rencana, dan
pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan
Lembaga dalam melakukan intervensi percepatan pembangunan daerah
tertinggal.

2). Terwujudnya integrasi dan sinergi kebijakan, strategi, rencana, dan
pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan
Lembaga dalam melakukan intervensi percepatan pembangunan daerah
tertinggal.

Manfaat dari kajian ini adalah membantu mendorong terwujudnya
integrasi dan sinergi kebijakan, strategi, rencana dan pelaksanaan
program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Kementrian/Lembaga dalam
melakukan intervensi percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan
mengacu pada sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Sasaran dari kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L

Dalam Rangka Percepatan Pembagunan Daerah Tertinggal adalah sebagai

berikut :

1). Terumuskannya model integrasi dan sinergi kebijakan, strategi, rencana, dan
pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan
Lembaga dalam melakukan intervensi percepatan pembangunan daerah
tertinggal.

2). Tersedianya data informasi agenda K/L dalam melakukan intervensi
percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk tahun 2014 khususnya
pada pencapaian sasaran 4 (empat) indikator utama yaitu : [1] Peningkatan
angka IPM, [2] Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui PEL, [3]
Perbaikan Infrastruktur, dan [4] Penurunan Angka Kemiskinan melalui
Kelembagaan yang baik.

Lembaga Fenelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UPN “Veteran” Jawa Timur -2
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Ruang lingkup dari kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar
K/L Dalam Rangka Percepatan Pembagunan Daerah Tertinggal ini meliputi :
a) Perumusan draft model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam
rangka percepatan pembagunan daerah tertinggal.
b) Penyempurnaan dan finalisasi model integrasi dan sinergi kegiatan antar
K/L dalam rangka percepatan pembagunan daerah tertinggal melalui FGD
dengan Kementerian yang terlibat.

Kementerian yang terlibat dalam kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi
Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembagunan Daerah Tertinggal
ini ada sepuluh kementerian meliputi : Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian
Komunikasi & Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Pemilihan dan penetapan sepuluh kementerian ini didasarkan atas
pertimbangan keterkaitan tugas kementerian yang ada dengan pencapaian
sasaran 3 (tiga) indikator utama pada tahun 2014 yang telah diuraikan di atas.

Landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Kajian
Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/IL Dalam Rangka Percepatan
Pembagunan Daerah Tertinggal ini adalah sebagai berikut:

1). Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

2). Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025.

3). Undang-undang Nomor : 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara.

4). Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN Tahun
2010-2014.

5). Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

6). Peraturan Presiden Rl Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara
Republik Indonesia.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UPN “Veteran® Jawa Timur -5
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7). Peraturan Presiden RI Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara pada Pasal 47.

8). Peraturan Menteri Negara Pernbangunan Daerah Tertinggal Nomor :
06/PER/M-PDT/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010-2014.

Alur pikir dalam kegiatan integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam
rangka percepatan pembagunan daerah tertinggal dalam rangka pelaksanaan
percepatan pembangunan daerah tertinggal ini didasari oleh belum adanya
integrasi dan sinergi antar K/L. dalam pembangunan daerah tertinggal termasuk
minimnya informasi akan kebutuhan intervensi pembangunan daerah tertinggal.
Oleh karena itu perlu dibuat dokumen (model) integrasi dan sinergi kegiatan
antar K/L dalam rangka percepatan pembagunan daerah tertinggal yang
didalamnya memuat kebutuhan percepatan pembangunan daerah tertinggal per-
sektor, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan melalui
pengintegrasian dan sinergi antar K/L sehingga dokumen (model) integrasi dan
sinergi kegiatan antar K/L menjadi acuan kebijakan dan implementasi intervensi
pada pembangunan daerah tertinggal yang terpadu, berkualitas dan terukur.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
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Kajfan Integrasi dan Sinergl Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembagunan Daerah Tertinggal

Kegiatan Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan antar K/L Dalam Rangka
Percepatan Pembagunan Daerah Tertinggal ini akan menghasilkan output
sebagai berikut:

1). Draft Laporan Pendahuluan, yang meliputi : [1] Layout isi laporan, [2]
Kerangka Teoritis, [3] Kerangka kerja Dan Definisi Operasional, dan [4]
Skema Penyusunan Model.

2). Laporan Pendahuluan, merupakan perbaikan dan penyempurnaan skema
penyusunan model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka
percepatan pembagunan daerah tertinggal ini berdasarkan masukan pada
saat presentasi draft laporan pendahuluan.

3). Draft Laporan Antara, merupakan penyempurnaan skema penyusunan
model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan
pembagunan daerah tertinggal.

4). Laporan Antara, merupakan perbaikan dan penyempurnaan skema
penyusunan model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka
percepatan pembagunan daerah tertinggal ini berdasarkan pada hasil FGD
dan hasil kajian model sektoral dan kewilayahan termasuk implementasi
model integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan
pembagunan daerah tertinggal.

5). Draft Laporan Akhir, meliputii [1] Layout isi laporan, [2] Kerangka
Teoritis, [3] Kerangka kerja Dan Definisi Operasional, [4] Skema
Penyusunan Model, [5] Kajian Model Sektoral dan Kewilayahan, [6]
Penutup.

6). Laporan Akhir, merupakan penyempurnaan atau perbaikan seluruh bagian
Draft Laporan Akhir berdasarkan masukan pada saat presentasi draft

laporan akhir dan substansi pekerjaan.

Untuk penyusunan laporan pendahuluan dibuat sistematika pelaporan
sebagai berikut :
BABIl. PENDAHULUAN
Bab | menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat
kegiatan, sasaran kegiatan, ruang lingkup kegiatan, dan K/L yang
terlibat. Dalam Bab | ini juga dikemukakan tentang landasan hukum,

@, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
i" UPN “Veteran” Jawa Timur /-6




Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan Antar K/L Dalam Rangka Percepatan Pembagunan Daerah Tertinggal

alur dan pola pikirnya, output kegiatan, sistimatika laporan, tahapan

dan jadwal kegiatan.

BAB ll. KERANGKA TEORITIS
Bab Il mengemukakan tentang kerangka teoritis yang mendasari kajian
integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan
pembagunan daerah tertinggal.

BAB lll. KERANGKA KERJA DAN DEFINIS| OPERASIONAL
Bab Il menggambarkan kerangka kerja dan definisi operasional yang
mendasari skema penyusunan model integrasi dan sinergi kegiatan
antar K/L dalam rangka percepatan pembagunan daerah tertinggal.

BAB IV. SKEMA PENYUSUNAN MODEL
Bab IV menguraikan tentang skema penyusunan model integrasi dan
sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan pembagunan

daerah tertinggal.

BABV. KAJIAN MODEL SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN
Bab V menguraikan tentang pembahasan hasil FGD dan hasil kajian
model sektoral dan kewilayahan termasuk implementasi model
integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan
pembagunan daerah tertinggal.

BAB VI. PENUTUP
Bab VI menyajikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari model
integrasi dan sinergi kegiatan antar K/L dalam rangka percepatan
pembagunan daerah tertinggal.

19, Jadu

wa

Jadwal Kegiatan “Kajian Integrasi dan Sinergi Kegiatan antar K/L Dalam
Rangka Percepatan Pembagunan Daerah Tertinggal’ secara detail diuraikan di
Tabel 1.1. berikut ini.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
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